
BUPATI DONGGALA
PERATI.'RAN DAERAH KABTJPATEN DONGGALA

NOMOR6TAHUN2M5

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAT.TJA DAERAH
KABUPATEN DONGGATA TAHU'i ANGGARAN 2m5

DENGAN RAI{MATTIJHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BTJPATIDONGGALA

bahwa untuk melaksarrakan ket€ntuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun.2m4 tentang Pemerinahan Daerah,

sebagainana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah :
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2m4 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepal,a Daerah mengajukan Rancangan .
Peraturan Daerah tentang Anggaran PendaPatan Belanja Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah un& rnemperoleh

lers€tuiuan hrsama;

bahwa Peraturan Daerah Entang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari rencana keria

Pernerintah Daerah Tahun Z)14 sehingga perlu diatur dalam
suatt Peratulan Daerah yang dijabarkan dalam kebijakan umum
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sefi Prioritas dan plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tu.ggol 21 fuli Tahun

?!r4;

bahwa berdasarkan pertirrbangan sebagaimana dicuksud dalam
huruf a dan huruf b palu menetapkan Peraturan Da€rah

Kabuparm Donggala tentant Anggaran Pendapatan d.an Belanja
Daerah tGbupaten Donggala Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Perubahan lGdua Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indo.eia Tahun 19415;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembotukan :

Daerahdaerah Tingkat n di Sulawesi (l-earbaran Negara Republik
lndonesiia Tahun 1959 Nosor 74 Tambahan l-enbaran Negan
Republik Lndoneia Norror 1@);

Mengingat : 1.
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5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paiak Bumi dan
Bangunan (trmUann Nelara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara RI Nouror 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 ( L.embaran Negara Republik Indonesia Tahim 1994
Nomor.62, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35691;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (l-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor tl4, Tanrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1.997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik
lndonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Rebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembalan Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lemtraran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Ijndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lbmbaran Negara ltepublik lndonesia Tahurr 2001 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8-. Undang-Undang Nomor- 15 - Tahun - 2004 teniang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangar. Negara (L,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik InConesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2004 Nomor 1M, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2@4 tentang Perirnbangan
Keuangan Antara Pemelintah Pusat dan P:merintah Daerah
(trrnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,1438);

179



11. Undang-Undang Nomor n Tahun 2W9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan+ Dewan Perwakila't Ral'ya: Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1Zl,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Ol3):

12. Unrtang-Undang Nbmor 28 Tahun 2009 tentang !aj$' O9{ fan
Retribu-si Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

I.Jcmor 5049);

13. Unclang-undang Nomor 12 Tahun 201'L tentang Pembentukan

Peratuian Perundang'undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011^ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Unclang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terrtang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahrn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 T4hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2015Nonor58,Tambahan
Lerirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

ls.Undang.UndangNomor30Tahun2014tentangAdministrasi
pemeriiatran (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor2g2TambahanLembaran}IegaraRepubliklndonesia
Nomor 5501):

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tentang Pemindahan

Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari wilayah Kota Palu ke

Wilayah Kota Donggala Kecamatan lanawa Kabupatm Donggala

(LerriUaran Negari Republik Indonesia Nomor 132 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3780);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangdn Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (t'embaran

Negari nepuUtit Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Ler.^baran Negara Republik Indonesia Nomor t1028);
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1.8, Peraturan Pegrerintah Nouror 24 Tahn UXX tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnSSota Dewan
Perwalilan Rakyat Daerah g.€nbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 9(), farribahan I-errbaran Negeta R?ublik
Indonesia Nomor t1416) sebagainana telah diubah beberapa kal!,

terakhir dmgan Peraturan Pemerintah Nomor Zl Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2J04 tentang Kedudukan P rtokoler dan Keuangan
'lahun 2004 tentang Kedudukan hokoler dan Keuangan

Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

g*-U"t"tt Negara Ripublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4Z

iambalnn t emlaran Nlgara Republik Indonesia Nomor 4Zl2!

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (.embaran Negara Republik

Lrdohe-sia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Piniaman

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4574);

21. Peraturan Pemedntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

No.not 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneu

Nomor 4575);

22. Peiaturan Penerin'.ai I'lomor 56 Tahur. 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daeran flembaran Negara Republil lndonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan l,embaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 20G5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Iorbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 11Q Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

23. Peratuan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (t-embaran Negara Republik Lndonesia Tahun

2005 Nc'nor 140, Tanbahan kmbara-r Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
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24, Peraturan Pemerintah Nomor 6.5 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(rmbaran Negara Republil lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan t€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pe$erintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun XX)5 Nomor
155, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593))

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
' Keuangan dari Kinerin Iirstansi Pemerintah (Lembaran Negan

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan L.embaran

Negara Republik Indonesia Nornor 4514);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negaraj/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4972);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terttang Standat
lluntansi Pemerinrahan jtcmbaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

30. Peraturan Pemerintal. Non or 2 Tahun 2012 tmtang Hibah Daerah
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lemb.r-an Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Da€rah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupalen Donggala Tahun 2007

Nornor 48);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nonor 3 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Meniadi Kewenargan Daerah
KabupatFn Donggala (rmtraran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2008 Numor 3, Tambahan Irmbaran Daerah Kabup3ten
Donggala Nomor 3);
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32 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 208
tentans Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

xaUuiten Dongsala 0:mbaran Daerah KabuPaten Donggala

iJ"i zoc Noi'or 3,-Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten

Dontgala Nomor 3);

X3. Peranran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahrm 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerai, Se*retariat Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah dan StaI Ahli

Bupati Kabupaten Donggala (l-embaran Daerah .Kabupaten
Do;ssala Tahun 2008 Nomor 10); sebagaimana telah diubalt
deng; Peratuan Daerah KabuPaten Donggala N9mo1- | T{un
ZOfd tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabuPaten

Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tenhng Pembentukan Organisasi

aan llta Keria S€kretariat Daerah, Sekletariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerall dan Staf Ahli Bupati K"b:Pl!:" Donggala

(I-embaran Daerah KabuPaten Donggala Tahun 2010 Nomor 6)i

34. Peraturan Daerah KabuPaten Donggala Nomor 11 Tahun- 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a InsPektorat' baoan

Perenclnaar. Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal' dan

Lernbaga Teknis Daer"ah Kabupaten Donggala (t'embaran Daerah

fuUopit tt Donggala tahun 2008 Nornor 11) sebagaimana telah

ai,l-uui J."g"" ilrutututt Daerah Kabupaten Donggala Nornor 3

iuton ZOfg" tentang Petubahan Kedua atas Peraturan Daelah

. f"i"p.l"" O.nggalf Nomor 11 Tahun 2008 tentar'g Pemben'iukan

Ore;isasi dan--Tata Ke{a InsPekto'at, Badan Per''ncanaan

Peibangunart Daerah dan Penanaman Modal' dan Lemoaga

Teknis daerah Kabupaten Donggala (l'embaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2013 Nomor 3);

35. Peraturan Daelai KabuPaten Donggala Nomor '12 lahun 2008

' tentang Penrb6ritukan Organisasi dan Tata Ke4a Dinas-Dnas

Daerai KabuPaten Donggala (l-embalan Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan

Perafirar, Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah KabuPaten

Oottg;.du Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan 
"iata Ketja Dinas-Dinas Daerah Kabripaten DongSala

(l-emba'an Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
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l
36. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pernbentulan Organisasi dan Tata Keria Kecanatan dan
Kelurahan Kabupaten Donggall (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2008 Nomor 13)

37. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2Ol0
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panlang Daerah @PfPD)
Tahun 200!2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2010 Nomor 1);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja tembaga lain
Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (.embaran
Daerah Kahupaten Donggala Tahun 2O10 Nomor 9) sebagaimara
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja l,embaga lain Bagian dari Perangkat
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2013 Nomor 4);

39. Peratulan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2ol4
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2014-2019 (l,embaran Daerah Kabupaten Donggala tahun
2014 Nomor 1);

40. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan' Keuangan D. erah, sebagaimana telah
diuiNh behrapa kali dengan Peratuian Menteri Dalam Neged
Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubalFn Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nonror -l3-Tahun 2006 (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

41. Perahrran Menteri Dalam Negeri Non.or 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,

Pengaiua+ Penyaluran, dan I-aPoran Pertanggur'giawaban

Penggunaan Bartuan Keuangan Partai Politik;

42. Peratutan Menteri Dalam Negeri [iomor 32 Talun 2011 teniang

Pedoman Peraberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagairaru telah
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomot 52 Tahun 2m5 tentang

Pedosan Penyusunan Anggaran Pendapatan BelanF Daelah

Tahun AnsqaraD 2016 sebagairnana telah diubah d€18-r Peiatutan' 
Menteri D-J;m Negeri Nomor 77 Tahun 2Ol5 tentang Perubahtn
atas P€taturan Menteri Dalarn Negoi Nomor 52 Tahun Z)15

tentang Pedornan Penyusurun Angtaran PendaParan Belania

Daerdh Tahun Anggaran 2m6;

,14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 t€fltang

Pedoman Penlusunan Anggaran PendaPatan Belania Daerah

Tahun Anggaran 2015;

4t5. Penturem BuPati Nofttr 39 Tahun 2Ol5 tentary R€ncana Ketia

Pehbangunan Daetah Tahun m16;

46. Nota Kes€pakatan antara Pemelintah KabuPaten Donggala dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 903/0898,/Bappeda

/2m5 - tA9-a.\70/ vllJ./sf..t. DPRD/Vu/D75 bntang K€biiakan

Umum Ang5arar. PeltdaPatan dan Belania D"erah Tahun Anggaratr

2076:

47. Nota f.esePakatan antara Pemelintah Daerah KabcPaten DonSSala

denqan DPRD KabuPaten Dongtala Nomor :

970/69 / Bappeda / 2015 - 419 b.l70lum/Set. DPRD/!'IIl2015

tentang Prioriras dan PlaJon Anggaran Sementara Tahun AnS8ara'r

m16.

D\engan Peisetuiuan Bersarna

DEWA}I PERWAXILAN RAKYAT D-A'ERAH

KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABTJPATEN DONGCALA TENIANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN'A DAERAH TAHUN

ANGARAN mi"

Menetapkan
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Pasal I
Dalam Peratur"an Da€rah ini yang dimatsud der€a$
l. Da6ah adalah KabupeEn flongg.l,a.
2 P€dE intah Daerah adalah BuPati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyel€ctggaman

P€q|erinhh Da€mh KabuPaien Donggala.

3. Kepala Daerah adalah BuPati Donggala yang selanjutnya disebut BuPati

4. Satuan Keda Perangkat Daerah yang s€laniutnya disinglat SKPD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daenah selaku Penggura Anggaran/Pengguna Barang.

5. Anggaran Pendapatan dan B€lanF Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemeiintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakiian Rakyat.
6- Pendapatan Daerah adalai semua Penerimaan daerah yang berasal dari P€nedtnaan

Pendapatan Asli Daerah, Dana Petimbangan dan lainlain Pendapatan Daerah iang
Sah.

7. B€lanja daetah adalah semua p€ngeluaran daerah yang diSunakan untuk membiayai
belania Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.

8. Belanja Pemerintah Daenh menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang

digunakan uniuk menjalankan fungsi peiavanan umum, fungsi perlaianan, furgsi
ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hiduP, fungsi Terumahan
dan fasilitas umud, fun8si kesehata& fungsi Pariwisata dan budaya, fungsi agama,

fungsi pendidika& dan hrngsi perlindungan sosial.
9. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daetah yang

digunakan untuk membiayai b€lanja pegawai, belanja baran& belanja modal, subsidi,
belania hibalr bantuan sosial dan belanja lainJain.

10. Belanja Pegawai adalah belania Pemerintah Daerah yang digunaka! untJk membiayai
komp€nsasi dalam bentuk uang atau barang yang dit'erikan kePada Pegawai
Pemerintah Daerah, dan Peiabat Negara.

11. Bela ja Barang adalah belanjr . €merintah Daerah y.rn; digunalian untuk membiayai
pemebelian barang dan jasa yang habis Pakai untuk memPrcdui<si barang dan i$a,
baik yang dipasarkan nurupun yang tidak diPasarkan, dan pengadaan bajang yang

dimakud untuk diser^hkan ata'r diiual kePad.a rnasyaiakat serta belanja peialanan.

12 Belanja Modal adalah belania Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka

pernbent.rkan modal dalam benhrk tanah. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jaringary serta dalam bentuk fisik lainnl'a
13. Subsidi adalah alokasi anSSaran yang dibeakan kePada sekolah yang beltuFan untul

membantu siswa-siswa yang kuiang mamPu
14. Daia Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kePada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelakanaan dcsentralisasi yang terdir, atas dana bagi

hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dinakud dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahu,. 2004 tenlang Perimbangan Keuangan ar'tara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daetah
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15. Dana- Bagi Hasil yans etaniubnya disingkat DBtl adalah dana yang dialok sikan
kepada da€!"ah bedasarkan angka p€Gentase ffirfu untuk inendanai kebufuh"n
daerah dalam ta lgka Flaksanran defentralirasi, sebagaidEna dimalsud dalam

Yndan€-U,nqang Nomor 33 Tahun 204 tentang perimbangan Keuangan anatam
Pemerintah htsat dan Pernerintai Daerah

16. Dana, Alokasi. Umum, selaniuhya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan
Kepada qaeran berdaFarkan angka pecentase frrtu unful men&nai kebufuhan
drerah dengan tuiuan pemerataan k€rnampuan keuangan antar daelah dalam r"angka
pelalsanaan delentralisasi, sebagairnana -lfurraksud dalam Undang-Undang Nomot 33
Tahun 2)04 tentang P€dmbangan Keuangan antara pemeintahan -pusat 

dan

- _ lernertltlqr Daenh dihitung dari pendapatan Datam Negeri (pDN) nero.
17. Dana.AlokasiKhusu6, yang selaniutrtya disingtat DAK, adalah dana yane dialokasikan

Kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk cre'rrbantu mendanai keliatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Flioitas nasiorulisebagarmana
dmaksud dalam Undang-Undang Nomor 33-Tahun 2004 tentang penmoangan
Keuangan antara Pemerintahan Keuangan antara pemerintahan pusat dan
Pemerintahan Daerah.

18 Dana PenyesuaEn adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam
rangka melaksanakan kebialan tertentu pemerintat dan DpR sesuai peraturan
l:T1dang1 , yang terdiri atas Daria-Tambahan penghasilan curu pegawai Negeri
Sipil Daerah (PNSD), daru-dana yang diarihkan dari keirenterian p"naiiftun ruu"io-t
::, I l"J:f:,*: D*ra_h. berupa Tunjangan l,rofesi Guru dan Bantua,n Operasional
reKolan (l'Lrsr, UatLa penyesuaian InJrastruktur Daeidh.," 
?:::i]^9f]Tl.".l Sekorah, yang selanjutnya disinskat Bos, adalah oana yang

:1fl,T^:._,:l* "l:ul lie.ya 
non qersonalia bad satuan pendidikan dasar sebagal

f:T:li-l_.:{1T wajib belaiar. dan, dapat dimungkinkan unhlk mendarLai beberapa
_ Keg'aran larn sesuai ur.tuk petunjul teknis Menten p€rldidikan Nasional.

^ 
t;:l::L""^ Defisit A.nggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayan yan6
drSgunak:n untuk menurup defisit anggaran daenh dalam epBd dar kebuhrhan
pengeluaran pembiayaan.

21.Sj.a, tebrh Perrbraya.n \ntgaran, yang,€lanjuhrya disingiat SILPA, adalah selisihr€or^ reatrsasl pembidy.aj, atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggalan
yang terladi.

22. Fcnyer'aan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau
PenetaPan (langan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal
BUMD d:n/atau perseroan terbatas lairurya dan dikelola secara korporasi.

Paeal2

y'.nggar1n Pendapata! dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

Defisit

Rp. i.238.803.665.193,ftl
Rp.'1,.26f.'t26.78'/.256,rtt)
(Rp 29.32i.122.O61fl\
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Pembiayaan Daerah
a. Penerifiraan
b- Pengeluaran

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Belkenaan : Rp.

ienis p€ndapatan :

a. Paiak Daerah sejum.lah
b. Retlibusi Daerah seiurnlah

c- Hasil pengeloLan kelayaan daetah yang diPisahlan sejumlah

d. lain-iain pendapatan asli daerah yang sah seiurnlah

terdiri dad jenis p€cdaPatan :

a. Hibah seiu$lah
b. Dana Darurat seiul ah

c. Dana bagi hasil Pajal dari ProPiisi seiun ah

l. Dana Penyesuaian dan Otonoriri Khusus se;urrdah

e. Bantuan Keuangan dari ProYj.Irs. i atau dari Penerintaharl'
daerah lainnya sejunrlah .

Rp. 32.323,122.063,00
RD. 3.0m.0m.m0.00
Pembiayaan Nefto gP---29 3?!1?2.01314

Rp. 26.0n34.726,ffi
Rp. 3.802.250.000,00

Rp. 1. 3.25.150,00
R?. 714379.474.qn,N

Rp. 6.641.212.91O00
RP o,m
Rp. 24.W269.A{.7,61
Rp. 102.769.9%.00.00

"i 
'm,oo

0,m

(1)

(2)

PaEd 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1 angka 6 lerdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah SEunlah Rp. 53.0@.84.876,00

b. Daru Ferimbangan Seiunlah Rp. 1.051.363.36130,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah RP. 1Y.379.4749n'W
Pendapatan Asli Daerah seba8airrEna dimaksud dalam ayat (1) huul a t€(din dari

(3) Dana Pelimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdili dari jenis

pendapatan :

L ourla aug n"'u e+k/ Bagi Ftasil Bukan Patak sei'nlah \p' T'*H'Y'ffi
b. Dana A;kasi Umum s€iuntlah np 000 Sa8 !r $'Oo
c. Dana Alokasi Khusus seiutldah Rp 357'551 734'340'00

Lain-lain pendaPatan Daelah yang sah sebagaimana dirnaksud d' lam ayat (1) hurul c

Pasal 4

(1) Belania Dlerah sebagaimana dirru i:sud dalam Pasal 1 terdiri d"l' -- ^-^' . 
a. Belanla Tidak Langsung seiuuilah Rp.567.079 602 630,00

b. Belania langsung seiumlah Rp'7Ul'rA7'784'626'@
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(2) BelanF Tidak tingsung s€bagairEna dimaksud dalah ayat (1) huuf a terdiri dari
jenis belanF :

a. Belanja Pe8awai seiurnlah
b. Belania Bunga sejumlah .
c. Belanja subeidi seiunrlah
a Belania Hibah s€jud ah -
e. B€lanja bantuan Eo6id s€iurnlah
f. Belania bagi hasil seiurnlah
g. Belania bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik seiurnlah
h- Beiania tidak t€rduga sejurnlah
i. Belanja Bantuan Keuangan s€iurnlah

(3) Belanla Ltngsung 6ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul b terdiri dari jenG
belqnia :

F.p.w.7A2&.5%,6
Rp. o,m
RP. o,m
Rp. s.635.000.000,00
Rp. a.94-700.0q),00
Rp. Z&.W.47zfi

Rp 168.038.52.632,00
Rp. 200.0m.000,m
Rp o,m

Rp. 57.91.13A.527,N
Rp.332.354.791.961,ffi
Rp 310.781.063.138,00

Rp. 32323.122.*3,N
Rp. 3.000.0m.000,m

huruf a terdiri dari .ienjs

Rp. 32.323122.063,N
Rp. 00,fl1.
Rp. 00,m
Rp. m,00
Rp. m,00
Rp. jm

Pas..l 5

(1) Pembia!'aan Daerah s€bagaimana dimakud -alam Pasal 1 terdiri dad :

a. P€iedflaan seiun ah
b. Pengeluaran sejumlah

(2) Perrerimaan sebagaimana dirtatsud dalam ayat (l)
pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggalan set€lurnnya
b. Perrcairan dana cadangan sejum.lan

a. B€lanja pegawai sejurr ah
b. Belania hrang dan jasa sejumlah
c. Belanja modalsejur ah

Hasil PenFald kekayaan da€rah yang dip'sahkar €ur ah
Penerimaan pinjanan daerah sejun ah
Pmerimaan kembali pemberia4 pinjaman sejuriiah
Peneilrnaan piutang daerah sejuxnlah

d.
e.

I.

(3) Pengeluaran -sebag"i;"" ai.'.t"d aluni "y"i (1) hurl.rt b f€rdiri dal lenrs
PemOEyaan:
a. Pembentukan dana cadangan seiurnlah Rp. 00,m
b. Peny€rtaan modal (investasi) pemerintah daerah xjundah Rp. 3.tt00.000.000,00
c. Pembayara: pokok utang sejurnlah Rp.
d. Pemberian pinjaman daerah seiurnlah Rp.
e. Pembayaian Hubang kepada Pihak Ketiga Rp.

00,m
00,m
00,m
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(3) P€ngeluaran sebagaimana dinaksud dalam ayat O) hutul b terdi.i dati Fis
penbiayaan:

Pembentukan dana cadangan sejurnlah 00,m
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daeEh sejurnlah Rp. 3.000.000.0m,m
F"mbayaran pokok utang seiud{ah
Pemberian pi4adun daerah seiuJn.lah
Pembayaran Hutang kepada PilEk t<etiga

b.
c,

d.

Rp.

Rp. m,00
RP. m,m
RP. m,m

Pa3al6

Uiaian lebih lanilt AnggaEn Pmdapatan dan BelanF Da€rah sebagaimana dirhalsud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang [relupakan bagian yang tidak terpisa],kan
dari Peratunn Daelah ini, terdiri dari :

l. Lampiran I Ringkasan APBD;

2 l-ampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan pemerirtalEn Daerah dan

Organisasi SKpD;

3. l-ampiran III Rincian APBD menur.ut Urusan peherintahan DaeraL Organisasi

SKPD, Pendapatan, B€lania dan perr . iayaa$

4. lampiran Mekapitu.lasi Belania menurut Urusan pemerintallan DaeralL

Organisasi SKPD, proglam dan Kegiata$

5. tampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Funtsi nahm Kerantka

Pengeiolaan K,uanga:r Negara;

6. t mpiran VI Daftar Jurnlah pegawai per Colongan dan per Jabatan;

7. L,ampiran Vll Daftar kegiatan - kcgiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

cliseLsail(antan diarggarkan kembali datan anggarar. ini;
8. I-ampiran VIII Daftar Daru Cadan8an Daerai;

9. tampinn X Daltar Pinjaman Daerah dan Obligasi Drerah.

190



\i\i
\l
\I

i
\

P.rd 7

FFq ry.hFl Rr.turan t r*.nA Fd{$.I.n Angrtrn peidlprtrn d.n Bd.trF
D..r.h r.b$ri l&daaan opa&lonel pebfrmaen APOD.

h.j 8

Peratur.n D.6.b ini mdai b6hku F& t ngg.l diundangklr

Atar ledap 6.ng DEtg€trhunw, m.medrtrhlan FEpndrng.n petatursn Da.mh ird
deryan Foemprtannya daL!| L4dDaran Da€rah KahFten Doryalr.

DiEtapl(an di Doqggala
Fd.. taryg.l31 Des€rnD.r Zns
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